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PUTUSAN
Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat hdan tanggal lahir, Singaraja, 12 Desember 1970,
umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten
Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Buleleng, 06 Agustus 1985, umur
34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu
rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng,
selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;
Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Juni
2019 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Sgr. tanggal
21 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 telah dilangsungkan
perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan
menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam.
Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, Pemohon Status Duda
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Termohon Status Janda Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nika
No. 0160/022/X1/2017 tertanggal 28 Desember 2017;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah
kediaman Bersama Pemohon Kabupaten Buleleng;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah berkumpul
sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum mempunyai anak;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tanggan
dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan April tahun
2019 karena sejak bulan April tahun 2019 ketenteraman rumah tangga
antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcokan dan
pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

+ Karena Rasa Kecemburuan yang terlalu berlebihan sehingga setiap
saat selalu bertengkar;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan
April tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang.
Sehingga sejak bulan April tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon
sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai
sekarang;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana
diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga
yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan
dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon
untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon atas
dasar pertengkaran yang terjadi terus- menerus dan tidak mungkin hidup
rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)
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Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hokum untuk menyatakan
permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk berkenan menerima, memeriksa dan
memutus perkara ini Sebagai Berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
sati raj’l terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Singaraja setelah putusan ini mempunyai kekuatan hokum tetap;

3. Membebankan biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSUDAIR :
Mohon putusan yang seadil — adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan
Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan
Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan
mediator Fatha Aulia Riska, S.H.l., sebagaimana laporan mediator tanggal 05
Agustus 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan
jawaban dan tanggapan terhadap permohonan Pemohon karena Termohon
tidak pernah datang lagi ke persidangan setelah proses mediasi meskipu telah
diberitahukan di Persidangan dan telah pula dipanggil oleh jurusita Penggnati
Pengadilan agama singaraja namun ketidak datangnya itu tidak beralasan
hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 51710311212700035 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Buleleng tanggal 06 Maret 2018, bermaterai cukup dan telah
disesuaikan dengan aslinya, di nazegelen sebagaimana bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0160/022/X1/2017 yang dikeluarkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng
Kabupaten Buleleng tanggal 28 Desember 2017, bermaterai cukup dan
telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah di-nazegelen sebagaimana
bukti P.2.;

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan
wiraswasta/pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang
dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah
sejak 2 tahun yang lalu ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
Kabupaten Buleleng;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai anak ;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak
bulan April tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak
harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan Termohon sering cemburu berlebihan terhadap
Pemohon dan Termohon sering membohongi Pemohon;

- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon bahwa Termohon
minta dipulangkan ;

- Bahwa sejak sebelum Ramadhan tahun 2019 antara Pemohon dan

Termohon sudah pisah tempat tinggal ;
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- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak
pernah saling mengunjungi atau komunikasi;

- Bahwa,keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan,
namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Wiraswasta/pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di
persidangan megaku sebagai kakak kandung Pemohon di bawah
sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
Kabupaten Buleleng;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai anak;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2019
antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon
sering cemburu, sering marah-marah dan sering minta dipulangkan;

- Bahwa sejak sebelum Ramadhan tahun 2019 antara Pemohon dan
Termohon sudah pisah tempat tinggal ;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak
pernah saling mengunjungi atau komunikasi;

- Bahwa,keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan,
namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lain
lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara a quo
karena Termohon tidak pernah hadir kembali setelah persidangan tanggal 22
Juli 2019;
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Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap dengan permohonan mohon putusan, sementara Termohon tidak dapat
didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para
pihak berperkara dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan seperlunya
menyangkut dampak dari perceraian, akan tetapi tidak berhasil karena
Pemohon tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang
dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para pihak telah pula menempuh proses mediasi
dengan Mediator Fatha Aulia Riska, SHI., namun upaya tersebut tidak berhasil
sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 05 Agustus 2019, karenanya
beralasan proses pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan karena maksud
Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah
pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh
Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam
perkara ini adalah Pemohon bermaksud minta izin untuk menceraikan
Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus disebabkan Termohon mempunyai rasa cemburu yang berlebihan
sehingga menyebabkan setiap saat selalu bertengkar yang akibatnya antara

Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019;
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Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut,
Termohon tidak dapat mengajukan jawaban karena Termohon tidak pernah
datang lagi ke persidangan setelah proses mediasi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang lagi ke persidangan
setelah proses mediasi meskipun telah diberitahukan di persidangan dan telah
pula dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh atau mengutus
orang lain sebagai wakil atau kuasanya namun ternyata tidak menghadapnya
Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum.
Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah tidak peduli
lagi terhadap hak-haknya dalam persidangan dan karenanya Termohon harus
dinyatakan tidak hadir serta pemeriksaan atas perkara ini dapat diputus secara
kontradiktur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon
berkewajiban membuktikan dalil permohonan pemohon terutama menyangkut
sengketa perkawinan in casu cerai talak yang tidak boleh tunduk atas
kesepakatan kedua belah pihak (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi di
persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan
penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan
Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan
fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah
dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh
Majelis Hakim telah diperlihatkan di persidangan, dengan demikian alat bukti
P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti
P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan
Pemohon, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut juga telah
memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 dan P.2
tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa bukti tertulis berupa

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon merupakan akta otentik
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yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal
64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah bermeterai cukup sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea
Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas
Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, yang isi pokoknya
menerangkan dan membuktikan bahwa Pemohon merupakan penduduk dan
beralamat di wilayah Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan relevan
dengan dalil permohonan Pemohon karenanya Majelis Hakim berpendapat
bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil
pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat
diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan
Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa
Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah
sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam
perkara ini (persona standi in judicio) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1)
dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan
Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan
telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah
memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan
tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh
kedua orang saksi Pemohon dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-

dalil permohonan Pemohon, di samping itu keterangan kedua orang saksi
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tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya
menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak
harmonis lagi, sering bertengkar, baik secara lahir maupun bathin. Di samping
itu saksi-saksi mana juga mengetahui kalau Pemohon dengan Termohon telah
pisah rumah akibat dari pertengkaran yang sering terjadi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa selain itu kedua orang saksi juga punya kecocokan
keterangan menyangkut upaya maksimal yang telah dilakukan oleh para saksi
selaku keluarga Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon
dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon yang telah
dinilai dan dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan
fakta-fakta yang saling bersesuaian yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah

menikah pada tanggal 28 Desember 2017 nemun belum dikaruniai anak;

Bahwa sejak bulan April 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk
dirukunkan meskipun sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga yang

disebabkan karena Termohon terlalu cemburu terhadap Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2019

atau sekurang-kurangnya telah berjalan 3 (tiga) bulan lamanya;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang telah dipertimbangkan
tidak dapat dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak mengajukan bukti
bantahannya, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus
dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat
dipertimbangkan untuk meng-konstitoir perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara
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suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti
bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, yang sulit untuk dirukunkan apalagi dengan adanya fakta
perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon vyang telah
berlangsung lebih dari 3 bulan lamanya, dengan tanpa ada komunikasi yang
baik untuk mempertahankan rumah tangga antara satu dengan lainnya,
meskipun sudah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi
Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami
istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya,
kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya. Bahkan
di persidangan Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Pemohon
untuk bercerai dari Termohon tanpa ada rona penyesalan sedikitpun di
wajahnya, sementara Termohon tidak keberatan dengan perceraiannya hal
mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon
telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi
utama perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa
mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat
bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken
marriage) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan
rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar
mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat-nya (kebaikan), sementara kaedah
figh menyatakan bahwa menolak mafsadat lebih utama dari pada mengambil
kemaslahatan, sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang
oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

lhadl Cils e axie i)
Oleh sebab itu, rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi
tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah

tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang diharapkan
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Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon
telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah
sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka
kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu raj’i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja setelah putusan ini
berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu raj’l terhadap Termohon (TERMOHON) di depan siding
Pengadilan Agama Singaraja;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Masehi bertepatan
dengan tanggal 06 Jumadil akhir 1439 Hijriyah, oleh Irman Fadly, S.Ag.
sebagai Hakim Ketua, Igbal Kadafi, S.H., M.H. dan Fatha Aulia Riska, S.H.I,

dan masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Ketua
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Pengadilan Agama Singaraja untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan

pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut

dibantu oleh Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti dengan

dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Irman Fadly, S.Ag.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Igbal Kadafi, S.H.,M.H. Fatha Aulia Riska, S.H.I

Panitera Pengganti,

Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Proses Rp. 50.000,00
3. Panggilan para pihak  Rp. 405.000,00
4. PNBP Panggilan Rp.  20.000.00
5. Redaksi Rp. 5.000,00
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6. Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)
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